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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori, untuk mengetahui faktor - faktor yang menjadi hambatan Analisis
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Supiori. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian
bertujuan untuk menggambarkan segala jenis keadaan yang sudah ada, baik itu fenomena alami atau keadaan kejadian
buatan manusia, kedaan yang dimaksud bisa seperti bentuk, aktivitas, karakteristik, hubungan, perubahan, perbedaan, dan
kesamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Supiori berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pengembangan kompetensi Aparatur Sipil
Negara dengan indikator Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, Kompetensi sosial dan Kompetensi intelektual/strategik
sudah cukup baik dengan memberikan tugas belajar dan izin belajar, mengarahkan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan, mengikuti seminar, penataran dan lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum optimal,
ini disebabkan karena hambatan hambatan yang ada dalam proses pelaksanaannya. Faktor penghambat pengembangan
kompetensi Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori. antara lain adalah Ketersediaan
anggaran dan kurangnya motivasi yang dimiliki pegawai, belum memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan
kompetensi secara optimal.

Kata kunci: Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori, SDM

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini membawa perubahan signifikan dalam tata kelola
pemerintahan, di mana setiap instansi dituntut untuk memberikan pelayanan yang responsif, inovatif, kolaboratif,
serta mampu beradaptasi dengan dinamika global (Samsi et al., 2025). Perubahan tersebut menuntut adanya
aparatur pemerintah yang tidak hanya sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki kapasitas
kompetensi yang unggul, profesionalisme yang tinggi, serta kinerja yang dapat diandalkan (Tunggadewi &
Yogantara, 2025). Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ujung tombak dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi yang efektif. Namun, kenyataan di lapangan
menunjukkan masih terdapat kesenjangan kompetensi, motivasi, dan kualitas kinerja ASN, sehingga agenda
reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan optimal (Pratiwi et al., 2023).

Secara normatif, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan
pentingnya penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta akselerasi transformasi
sumber daya aparatur. Aturan tersebut menempatkan pengembangan kompetensi sebagai kewajiban yang harus
dijalankan oleh setiap ASN melalui berbagai bentuk pembelajaran, baik formal, sosial, maupun experiential
learning (Anggunsari et al., 2023). Di samping itu, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi ASN juga menegaskan bahwa setiap pegawai dituntut untuk menguasai kompetensi teknis,
manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan jabatan yang diemban (Herlina, 2022). Dengan kata lain,
pengembangan kompetensi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mutlak yang menentukan Kinerja
individu, keberlanjutan organisasi, sekaligus keberhasilan pelayanan publik (Sugilar & Yochi Elanda, 2024).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa problem utama dalam birokrasi di Indonesia banyak terkait
dengan rendahnya kompetensi ASN, lemahnya profesionalisme, dan masih maraknya praktik yang menghambat
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kualitas layanan publik (Ahmad & Wati, 2024). Beberapa studi menyoroti bahwa program pengembangan
kompetensi yang ada sering kali hanya bersifat formalitas, belum menyentuh kebutuhan nyata jabatan, bahkan
cenderung dilakukan secara administratif semata tanpa strategi yang jelas (Tamaka, 2021). Dengan demikian,
ada kesenjangan antara desain regulasi yang ideal dengan implementasi di tingkat instansi daerah. Inilah yang
menjadi tantangan sekaligus peluang bagi penelitian ini untuk menganalisis secara lebih dalam bagaimana
pengembangan kompetensi ASN dijalankan di daerah, khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Supiori (Saputra, 2023).

Fenomena di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori memperlihatkan persoalan serius dalam
pengembangan kompetensi ASN. Berdasarkan data tahun 2024, hanya 13 ASN yang mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi seperti pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Jumlah tersebut relatif kecil jika
dibandingkan dengan total pegawai yang ada, sehingga mengindikasikan rendahnya investasi dalam
pengembangan kapasitas SDM (Hulu et al., 2024). Tidak hanya itu, terdapat sejumlah permasalahan lain, seperti
belum adanya rencana pengembangan kompetensi yang terstruktur, rendahnya motivasi ASN untuk
meningkatkan keterampilan, biaya pelatihan yang mahal, penunjukan peserta pelatihan yang subjektif, hingga
terbatasnya sarana anggaran (Zam Zam, 2024). Akibatnya, kualitas kinerja pegawai belum maksimal, yang
terlihat dari masih adanya pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu serta minimnya inovasi dalam menjalankan
tugas. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara tuntutan regulasi dengan realitas lapangan di
Kabupaten Supiori (Zelfri Wiradianto et al., 2023).

Alasan utama penelitian ini dilakukan adalah untuk mengisi kekosongan analisis yang lebih mendalam mengenai
strategi pengembangan kompetensi ASN di tingkat daerah, khususnya di wilayah yang relatif terpencil seperti
Kabupaten Supiori (Rizky Akbar et al., 2021). Selama ini, sebagian besar kajian lebih banyak menyoroti
pengembangan kompetensi ASN di pusat pemerintahan atau kota besar, sementara konteks daerah dengan segala
keterbatasannya jarang menjadi fokus (Willy Singal, 2023). Dengan menelaah kasus di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Supiori, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran faktual mengenai kondisi aktual,
tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis yang kontekstual. Hal ini sekaligus menjadi kontribusi kebaruan
penelitian, karena mengaitkan implementasi regulasi nasional dengan dinamika lokal yang spesifik (RizkKi
Hidayatullah et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana
pengembangan kompetensi sumber daya manusia ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori
dilakukan dan sejauh mana efektivitasnya? Kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam
pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut? Kedua pertanyaan ini diarahkan untuk mencapai tujuan
penelitian, yaitu memahami secara komprehensif pola pengembangan kompetensi ASN di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Supiori serta mengidentifikasi kendala-kendala utama yang menghambat optimalisasi kinerja
aparatur (Sugiyanto et al., 2025). Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, sekaligus manfaat praktis berupa masukan bagi pemerintah
daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi ASN yang lebih efektif dan berkelanjutan
(Indrayana, 2024).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan
menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan
(Yolemal Djumati et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mendeskripsikan
bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Supiori dijalankan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi (Buhori & Atmojo, 2022). Menurut Yusuf
(2016:62), penelitian deskriptif diarahkan untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis dan akurat mengenai
fenomena yang ada. Hal ini diperkuat oleh pendapat Moleong (dalam Mawardi, 2020:8) yang menyatakan
bahwa penelitian kualitatif deskriptif mengutamakan informasi berupa data tertulis maupun lisan dari objek yang
diteliti. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk menggali data lapangan yang bersifat naratif, mendalam,
dan kontekstual (Nofriandy Imanuel et al., 2022).

Fokus penelitian diarahkan pada analisis pengembangan kompetensi sumber daya manusia ASN di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori. Fokus ini dipilih agar penelitian lebih terarah, sistematis, serta mampu
menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana program pengembangan kompetensi dilaksanakan dan
apa saja faktor yang menjadi penghambatnya (Chairiah et al., 2020).

Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori, yang beralamat di Marsam, Distrik
Supiori Timur. Lokasi ini dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa hingga saat ini pengembangan
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kompetensi aparatur di instansi tersebut belum berjalan optimal (Zulaikah, 2020). Hal ini tampak dari masih
rendahnya jumlah ASN yang mengikuti program pelatihan maupun pengembangan diri, serta lemahnya
koordinasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur (Nihayati & Fardila, 2023). Dengan
memilih lokasi ini, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual sekaligus
menemukan faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya efektivitas pengembangan kompetensi ASN (MAU
TAE, 2022).

Subjek penelitian dalam studi ini ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung
mereka terhadap proses pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Supiori (Susanti & Sundari, 2023). Adapun subjek yang dipilih terdiri atas lima orang, yaitu Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori sebagai informan kunci, serta empat informan pendukung yang
meliputi Sekretaris, Kasubag Kepegawaian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi. Kelima informan ini dipandang
memiliki pemahaman, pengalaman, dan peran penting dalam pelaksanaan maupun pengawasan program
pengembangan kompetensi, sehingga informasi yang diberikan dapat memberikan gambaran yang komprehensif
terkait fokus penelitian (I Pagisi & Agusman, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap aktivitas pelayanan,
serta pencatatan dokumentasi yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (Rezal et
al., 2022). Data ini menjadi sumber utama karena memberikan informasi faktual mengenai pengalaman,
pandangan, serta praktik yang berlangsung di instansi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen
resmi seperti laporan kinerja instansi, notulen rapat, peraturan terkait pengembangan kompetensi ASN, arsip,
serta literatur ilmiah pendukung. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat hasil temuan lapangan sekaligus
melakukan validasi silang, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan terpercaya (Purnama,
2025).

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara (interview guide) dengan daftar pertanyaan
terbuka maupun tertutup. Instrumen ini disusun secara sistematis untuk memastikan data yang diperoleh sesuai
dengan fokus penelitian, tetapi tetap memberi ruang fleksibilitas agar informan dapat menjelaskan pengalaman
dan pandangan mereka secara mendalam (Prillia & Sujianto, 2022). Selain itu, instrumen lain berupa catatan
observasi lapangan, buku catatan, dan perangkat perekam audio digunakan untuk mendokumentasikan data
secara lebih akurat (Christian Suganda Bayu Patra et al., 2020).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara
mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan cara mengamati langsung aktivitas pelayanan
serta kegiatan pengembangan kompetensi ASN di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori. Dalam
kegiatan ini, peneliti mencatat kondisi nyata terkait mekanisme Kerja, keterlibatan ASN dalam program
pelatihan, kedisiplinan pegawai, serta pola interaksi antarbagian. Untuk menjaga konsistensi data, observasi
dilakukan berulang kali pada jam kerja yang berbeda (Istigamah, 2025). Selanjutnya, wawancara mendalam (in-
depth interview) dilakukan dengan lima orang informan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin.
Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk
menjelaskan pengalaman mereka secara lebih luas. Wawancara dilakukan lebih dari satu kali guna
memverifikasi konsistensi jawaban. Dalam hal ini, informan kunci adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah,
sementara informan pendukung terdiri dari sekretaris, kasubag kepegawaian, kepala bidang, dan kepala seksi
(Pratama & Ariani, 2024). Adapun studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri berbagai dokumen resmi
yang relevan, seperti standar kompetensi ASN, laporan kinerja instansi, data keikutsertaan pegawai dalam
pelatihan, serta arsip internal lainnya. Teknik dokumentasi ini berfungsi sebagai data pelengkap sekaligus
validasi terhadap hasil observasi maupun wawancara. Ketiga teknik tersebut diterapkan secara terpadu dengan
prinsip triangulasi untuk memastikan keabsahan data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah (Kawijaya et al., 2025).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang
meliputi empat tahap utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data (data collection), yakni menghimpun
informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan reduksi data (data
condensation), yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data agar sesuai dengan fokus
penelitian, sekaligus mengeliminasi informasi yang tidak relevan untuk menjaga keakuratan analisis. Tahap
berikutnya adalah penyajian data (data display), di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi,
tabel, maupun matriks sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tahap terakhir adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), yaitu melakukan interpretasi terhadap data untuk
menemukan pola, hubungan, maupun temuan baru, kemudian memverifikasinya melalui perbandingan dengan
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berbagai sumber data menggunakan teknik triangulasi (Karnadi & Ediyanto, 2022). Proses analisis ini dilakukan
secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai titik jenuh, sehingga hasil penelitian dapat
memberikan deskripsi yang mendalam serta valid mengenai pengembangan kompetensi ASN di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori (Deikma, 2021).

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Supiori.

Tabel 1. Kompetensi Teknis

Indikator Temuan Lapangan Keterangan / Kutipan Wawancara

Kepala Bapenda Supiori, Hengki Mandosir, SAP (26 Mei
Belum semua aparatur memiliki Kkeahlian 2025): “Kompetensi teknis melalui diklat teknis bagi ASN kami

"Ij'eefr?izan teknis sesugi_ tugas jabatan. D_iklat_ teknis kembangkan baik _melalui diklat, tugasf/izin belajar maupun
Fungsional (umum/administrasi dan substansif) dianggap lainnya.” Sekretaris, Nathan A Kawer, SIP (26 Mei 2025):
penting untuk meningkatkan keterampilan. “Pengetahuan dan keterampilan ASN cukup baik, namun perlu
ditingkatkan lagi melalui diklat teknis sesuai peraturan.”
Kabid PBBP2, Rudolf P. Koibur, SE (27 Mei 2025):
Pegawai dinilai cukup berpengalaman karena “Pengalaman penting dalam bekerja karena teori saja tidak
Pengalaman sebagi_an sudah mengalar_ni beberapa _kal_i cukup. Pegawai kami sudah cuI_<up paik dalam hal
Kerja mutasi sebelum bertugas di Bapenda Supiori. pengalaman.” Kasubag Umum, Novia Kafiar, Amd.Sos (27
Pengalaman ini membuat mereka lebih Mei 2025): “Pengalaman bekerja teknis yang baik juga
terampil dalam melaksanakan tugas. termasuk dalam aspek pengetahuan pada standar
kompetensi.”’

Pelatihan teknis fungsional memiliki peran penting dalam membentuk kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berdasarkan teori manajemen sumber daya manusia, peningkatan kompetensi teknis diperlukan untuk
memastikan bahwa setiap pegawai memiliki keterampilan sesuai tuntutan jabatannya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Supiori relatif mampu
menjalankan tugas berdasarkan pengalaman kerja, namun belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan yang
sistematis. Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan kompetensi yang menekankan pentingnya pendidikan
dan pelatihan sebagai instrumen strategis dalam peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan
sikap (attitude).

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pegawai lebih banyak mengandalkan pengalaman ketimbang
pelatihan formal. Kondisi ini dapat menjadi kekuatan karena membangun kemandirian dan adaptasi, namun di
sisi lain dapat menjadi kelemahan jika tidak disertai pembaruan pengetahuan yang sesuai dengan regulasi
terbaru. Oleh karena itu, dapat digeneralisasikan bahwa kompetensi teknis ASN di Bapenda Supiori cukup
memadai, tetapi masih membutuhkan dukungan program pelatihan fungsional yang terencana dan berkelanjutan.

Selain keterampilan teknis, pengalaman kepemimpinan menjadi indikator lain dalam kompetensi teknis yang
relevan. Kepemimpinan yang baik mencakup kemampuan mendengarkan, menjadi teladan, serta menyelesaikan
konflik dengan bijak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Bapenda Supiori menjadi figur sentral dalam
mendorong kinerja ASN. Beliau dianggap mampu memberikan arahan, menegur secara tegas bila diperlukan,
dan pada saat yang sama menunjukkan sikap disiplin.

Hal ini memperlihatkan adanya korelasi antara pengalaman kepemimpinan dengan semangat kerja pegawai.
Secara teoritis, pemimpin yang efektif berfungsi sebagai motivator sekaligus fasilitator. Fakta di lapangan
mendukung teori tersebut, karena kepemimpinan yang kuat terbukti meningkatkan kedisiplinan dan komitmen
pegawai terhadap visi-misi organisasi. Dengan demikian, pengalaman kepemimpinan tidak hanya berfungsi pada
level individu, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengembangan kompetensi teknis organisasi secara
menyeluruh.
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Tabel 2. Kompetensi Manajerial

Indikator Temuan Lapangan Keterangan / Kutipan Wawancara

Sekretaris, Nathan A Kawer, SIP (26 Mei 2025):
Keikutsertaan pegawai dalam Diklat “Pengembangan kompetensi pegawai yang sangat dibutuhkan.
struktural masih rendah. Dari seluruh ASN Pelatihan harus sesuai kebutuhan organisasi, maka perlu

Pelatihan yang menduduki jabatan struktural, hanya dilaksanakan Diklat bagi seluruh ASN.” Kasubag Umum,
Struktural 4 orang yang pernah mengikuti Diklat PIM Novia Kafiar, Amd.Sos (27 Mei 2025): “Jabatan Pimpinan
Manajemen I1l. Hal ini menunjukkan pengembangan Tinggi sudah ada standar kompetensi manajerialnya sesuai
kompetensi manajerial melalui jalur diklat jabatan masing-masing. Secara prinsip, kami menjalankan
belum optimal. standar tersebut sebaik mungkin agar pemerintahan berjalan

lancar.”

Kepala Seksi BPHTB, Ronald Toding Sange (28 Mei 2025):

Kepala Bapenda Supiori dinilai menjadi “Kepala Bapenda Supiori adalah pemimpin yang bertanggung

teladan yang baik, disiplin, tegas, dan jawab, disiplin, dan selalu memberi contoh. Beliau tidak segan

Pengalaman memberi contoh positif. Kepemimpinan menegur bawahan yang bermalas-malasan atau tidak ada di
Kepemimpinan yang diterapkan mampu mendorong kantor pada jam kerja.” Kasubag Umum, Novia Kafiar,
motivasi dan tanggung jawab ASN dalam Amd.Sos (27 Mei 2025): “Standar kompetensi manajerial

bekerja. disusun sesuai jabatan. Dalam kepemimpinan, harus mampu

membangun situasi kerja yang kondusif, dan lain sebagainya.”

Kompetensi manajerial merupakan salah satu aspek utama yang memengaruhi efektivitas organisasi.
Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 348 Tahun 2024, kompetensi ini mencakup delapan aspek,
antara lain integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, pengelolaan
perubahan, dan pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), standar kompetensi manajerial
telah diupayakan untuk dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat kendala berupa
rendahnya tingkat partisipasi ASN dalam Diklat Struktural. Data lapangan memperlihatkan hanya sebagian kecil
pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat PIM I1I, padahal syarat menduduki jabatan menuntut kelulusan
diklat sesuai level jabatan.

Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Secara umum, manajemen
organisasi berjalan cukup baik, terutama karena adanya komitmen pimpinan. Akan tetapi, tanpa dukungan
peningkatan kompetensi formal melalui pelatihan struktural, efektivitas jangka panjang berpotensi terhambat.
Dengan demikian, dapat digeneralisasikan bahwa kompetensi manajerial ASN Bapenda Supiori berada pada
tahap cukup, namun perlu intervensi serius dalam bentuk program diklat dan monitoring kompetensi.

Tabel 3. Kompetensi Sosial

Indikator Temuan Lapangan Keterangan / Kutipan Wawancara

Pegawai memiliki komunikasi yang baik antar
Kemampuan sesama dan dengan atasan. Suasana kerja harmonis,
Komunikasi Internal  ditunjang sikap, etika, loyalitas, dan lingkungan
kerja yang kondusif.

Hasil observasi peneliti: komunikasi ASN
berjalan lancar meski jumlah pegawai banyak,
interaksi tetap terjaga positif.

Kepala Bapenda Supiori aktif menjalin audiensi Sekretaris, Nathan A Kawer, SIP (26 Mei
dengan organisasi masyarakat, kepemudaan, dan 2025): “ASN Bapenda Supiori harus berfungsi
kemasyarakatan. Bahkan memberi dukungan pada sebaik mungkin untuk berbaur dengan
kegiatan  organisasi yang menjadi  mitra masyarakat, memberikan sambutan, menyapa,
pembangunan daerah. dan berbincang-bincang tentang daerah.”

Keterbukaan terhadap
Masyarakat/Organisasi

Kepala Seksi BPHTB, Ronald Toding Sange
(28 Mei 2025): “Pelayanan kepada masyarakat
terutama sikap pegawai seringkali menjadi
keluhan, sehingga hal ini perlu diperbaiki
sebagai bagian dari penguatan kompetensi.”

Masih ada keluhan masyarakat terkait sikap
Pelayanan Publik dan pegawai dalam pelayanan. Hal ini menunjukkan
Etika Pegawai perlunya penguatan kompetensi sosial agar
pelayanan lebih ramah dan responsif.

Kompetensi sosial berkaitan erat dengan kemampuan ASN dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi
dengan berbagai pihak. Dari hasil observasi, pegawai di Bapenda Supiori menunjukkan kemampuan komunikasi
yang baik, baik antarpegawai maupun dengan pimpinan. Suasana kerja yang kondusif, sikap saling menghargai,
serta etika komunikasi yang terjaga memperlihatkan bahwa aspek ini relatif telah berjalan dengan baik.
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Wawancara dengan beberapa informan memperkuat temuan bahwa ASN di Bapenda Supiori cukup terbuka
terhadap masyarakat. Kepala Bapenda bahkan dikenal aktif dalam menjalin kerja sama dengan organisasi
masyarakat dan kepemudaan, sekaligus memberikan dukungan untuk kegiatan pembangunan daerah. Hal ini
sejalan dengan teori kompetensi sosial yang menekankan pentingnya empati, keterampilan komunikasi, serta
kesadaran budaya dalam membangun interaksi yang sehat.

Namun demikian, beberapa catatan kritis muncul dari pernyataan informan lain yang menyoroti keluhan
masyarakat terhadap sikap pegawai dalam pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam
penerapan kompetensi sosial, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor individu. Secara umum dapat
digeneralisasikan bahwa kompetensi sosial ASN di Bapenda Supiori baik, meskipun masih membutuhkan
penguatan pada aspek pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 4. Kompetensi Intelektual/Strategik

Aspek Deskripsi Temuan Sumber Data

Kemampuan berpikir visioner dengan pandangan jangka panjang, termasuk
merumuskan visi, misi, strategi, analisis kritis, serta merancang solusi inovatif
untuk permasalahan kompleks.

ASN di Bapenda Supiori dituntut bekerja sesuai dengan visi dan misi organisasi. Wawancara, Ronald
Pegawai memiliki ruang menyampaikan ide dan saran dalam rapat, karena Toding Sange, 28
pimpinan menerapkan gaya demokratis dan terbuka terhadap masukan. Mei 2025

Wawancara, Rudolf
P. Koibur, 27 Mei
2025

Definisi Kompetensi
Intelektual/Strategik

Kajian teori &
literatur

Keterkaitan dengan
Visi-Misi

Kemampuan ASN diharapkan memiliki pandangan jauh ke depan dengan strategi yang terukur
Visioner & Strategis agar visi-misi Bapenda Supiori dapat tercapai secara maksimal.

Meskipun sebagian ASN sudah berani mengemukakan ide dan saran, namun
kesadaran pegawai terhadap pentingnya pendidikan dan diklat masih rendah. Hal
ini berpotensi menghambat peningkatan kompetensi strategis.

Kompetensi intelektual/strategik ASN Bapenda Supiori sudah terlihat dalam

aspek partisipasi ide dan keberanian berpendapat, namun masih perlu penguatan Hasil analisis
melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih visioner, inovatif, dan mampu peneliti

menyusun strategi jangka panjang secara optimal.

Kondisi Nyata di
Lapangan

Observasi lapangan
& wawancara

Kesimpulan Temuan

Kompetensi intelektual atau strategik menjadi dimensi penting dalam pengembangan ASN karena berkaitan
dengan kemampuan berpikir visioner, merumuskan strategi, serta membuat keputusan berbasis analisis. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa sebagian pegawai memiliki keberanian untuk mengemukakan ide dalam rapat,
yang didukung oleh gaya kepemimpinan demokratis dari pimpinan. Hal ini merupakan indikator positif bahwa
kapasitas berpikir kritis dan partisipasi sudah mulai terbentuk.

Namun, pada sisi lain, terdapat hambatan serius berupa minimnya kesadaran pegawai akan pentingnya
pendidikan lanjutan dan diklat. Data lapangan memperlihatkan bahwa hanya 4 pegawai yang telah mengikuti
Diklat PIM 111, jumlah yang sangat kecil dibanding kebutuhan struktural organisasi. Rendahnya partisipasi ini
berimplikasi pada terbatasnya kemampuan strategis ASN dalam merumuskan kebijakan atau inovasi baru.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen strategis, kompetensi intelektual membutuhkan kombinasi antara
pendidikan formal, pelatihan, serta pengalaman praktis. Dalam konteks Bapenda Supiori, aspek pengalaman
kerja relatif memadai, namun aspek pendidikan dan pelatihan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dapat
digeneralisasikan bahwa kompetensi intelektual ASN masih berada pada tahap berkembang dan memerlukan
dorongan motivasi serta dukungan anggaran agar tercapai peningkatan signifikan.

3.2. Faktor - Faktor yang menjadi hambatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil
Negara Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori

Tabel 5. Ketersediaan Anggaran

Aspek Deskripsi Temuan Sumber Data
Kondisi Anggaran daerah masih difokuskan pada masalah yang sifatnya urgen, sehingga Data umum &
Anggaran terjadi efisiensi dan pemangkasan terhadap kegiatan yang dianggap kurang observasi

Daerah mendesak, termasuk pengembangan ASN.

Program pendidikan dan pelatihan ASN tidak dapat dilaksanakan karena
keterbatasan anggaran. Hal ini berdampak pada terhambatnya peningkatan Observasi lapangan
kompetensi pegawai.

Dampak  pada
Bapenda Supiori
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Aspek Deskripsi Temuan Sumber Data

Ketersediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN di Bapenda Supiori Wawancara, Hengki

Pernyataan sangat minim bahkan bisa dikatakan tidak tersedia, karena adanya defisit anggaran Mandosir, 26 Mei
Kepala Bapenda

daerah. 2025
Pernyataan Usulan pengembangan kompetensi melalui diklat dan pelatihan sudah diajukan Wawancara, Nathan
Sekretaris namun rSaIiSasi an garan bell[J)m tersedia hingga saat ini P J FA. Kawer, 26 Mei
Bapenda 99 99 ' 2025

Minimnya ketersediaan anggaran menjadi hambatan utama dalam pengembangan
Kesimpulan kompetensi ASN di Bapenda Supiori. Upaya usulan program sudah dilakukan, . .

Lo LI . .. " Analisis peneliti

Temuan namun realisasi anggaran belum terealisasi sehingga program peningkatan kapasitas

ASN masih tertunda.

Setiap organisasi publik, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori, memiliki tanggung jawab
untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui optimalisasi peran sumber daya manusianya. Aparatur Sipil Negara
(ASN) diharapkan memiliki kompetensi yang baik, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap,
sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Namun, untuk mencapai kondisi
tersebut, dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai, sebab pengembangan kompetensi ASN tidak dapat
dilepaskan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang membutuhkan biaya.

Dalam konteks pemerintah daerah, ketersediaan anggaran diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. APBD bukan hanya sekadar dokumen
keuangan, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan publik yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah.
Dengan kata lain, alokasi anggaran dapat menunjukkan sektor mana yang dianggap penting dan mendesak oleh
pemerintah daerah. Apabila pengembangan kompetensi ASN tidak menjadi prioritas dalam penyusunan
anggaran, maka kegiatan pendidikan dan pelatihan sering kali dikorbankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori menghadapi keterbatasan
anggaran yang cukup signifikan. Keterbatasan ini terjadi karena anggaran daerah lebih difokuskan pada
kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak dan urgen, seperti pembiayaan infrastruktur dasar, kesehatan, dan
penanganan isu-isu sosial yang mendesak. Akibatnya, program-program yang berhubungan dengan
pengembangan sumber daya manusia, seperti diklat, pelatihan, maupun tugas belajar, sering kali mengalami
pemangkasan atau bahkan tidak dapat direalisasikan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya
kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Fenomena keterbatasan anggaran ini sesuai dengan teori manajemen sumber daya manusia di sektor publik yang
menyatakan bahwa pengembangan kompetensi pegawai akan terhambat jika tidak didukung oleh kebijakan
anggaran yang memadai (Dessler, 2017). Artinya, meskipun ada kebutuhan dan kesadaran akan pentingnya
pengembangan kompetensi, tanpa dukungan finansial, kegiatan tersebut sulit terlaksana. Implikasi lebih
lanjutnya adalah penurunan kualitas Kinerja pegawai serta berkurangnya mutu pelayanan publik yang diberikan
kepada masyarakat.

Dengan demikian, ketersediaan anggaran menjadi faktor fundamental yang memengaruhi keberhasilan program
pengembangan kompetensi ASN. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah,
misalnya dengan mengusulkan program peningkatan kapasitas ASN sebagai salah satu prioritas pembangunan
daerah atau menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal untuk mendukung program pelatihan
dengan biaya yang lebih efisien.

Tabel 6. Motivasi Pegawai

Aspek Deskripsi Temuan Sumber Data

Motivasi adalah dorongan atau semangat yang membuat seseorang bekerja dengan
baik, efisien, dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Kurangnya motivasi menjadi
hambatan dalam meningkatkan kompetensi ASN.

Banyak ASN di Bapenda Supiori masih memiliki tingkat pendidikan formal pada
jenjang SMA dan S1. Minat mengikuti diklat, tugas belajar, maupun izin belajar Observasi lapangan

Literatur &  teori
dasar

Definisi
Motivasi Kerja

Kondisi Umum

Pegawal masih rendah.

ASN Bapenda Supiori memiliki motivasi rendah dalam mengembangkan
Pernyataan kompetensi. Terlihat dari sedikitnya pegawai yang berminat mengikuti diklat Wawancara, = Novia
Kasubag Umum maupun tugas belajar, padahal diklat merupakan salah satu syarat menduduki Kafiar, 27 Mei 2025

jabatan.
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Aspek Deskripsi Temuan Sumber Data

Banyak ASN belum mengikuti diklat meskipun itu menjadi syarat penting untuk Wawancara, Rudolf

Pern.yataan menduduki jabatan. Rendahnya motivasi ini menjadi hambatan utama dalam P. Koibur, 27 Mei
Kabid PBBP2 :
pengembangan kompetensi. 2025
Kesimpulan Motivasi pegawai untuk mengembangkan diri masih rendah. Faktor rendahnya
Temuael minat pendidikan lanjutan dan diklat menyebabkan upaya peningkatan kompetensi Analisis peneliti

ASN di Bapenda Supiori belum optimal.

Selain faktor anggaran, motivasi pegawai juga menjadi salah satu penentu penting dalam pengembangan
kompetensi ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori. Motivasi dapat dipahami sebagai kekuatan
pendorong internal maupun eksternal yang membuat seseorang berusaha mencapai tujuan tertentu. Dalam
konteks organisasi, motivasi merupakan daya penggerak yang mendorong pegawai untuk melaksanakan tugas
dengan baik, meningkatkan kinerja, serta mengembangkan potensi diri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori relatif
rendah, khususnya dalam hal minat untuk mengikuti program pengembangan kompetensi seperti diklat, tugas
belajar, maupun izin belajar. Kondisi ini dapat dilihat dari masih banyaknya pegawai yang tidak berusaha
melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi serta minimnya partisipasi dalam kegiatan pelatihan.
Padahal, salah satu syarat penting untuk menduduki jabatan tertentu adalah telah mengikuti diklat sesuai dengan
bidang tugasnya.

Rendahnya motivasi pegawai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang
pentingnya kompetensi, minimnya dukungan lingkungan kerja, serta tidak adanya sistem penghargaan atau
insentif yang mendorong pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya. Hal ini sejalan dengan teori motivasi kerja
Herzberg (1959) yang menyebutkan bahwa motivasi pegawai dipengaruhi oleh faktor intrinsik (seperti keinginan
berprestasi, tanggung jawab, dan pengembangan diri) serta faktor ekstrinsik (seperti gaji, penghargaan, dan
kesempatan promosi). Apabila kedua faktor ini tidak terpenuhi, maka pegawai cenderung bekerja sekadar untuk
memenuhi kewajiban, tanpa semangat untuk berkembang lebih jauh.

Kondisi rendahnya motivasi ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori menimbulkan dampak serius
terhadap pengembangan kompetensi. Tanpa adanya dorongan kuat dari dalam diri pegawai, sekalipun tersedia
fasilitas dan anggaran untuk pelatihan, kegiatan tersebut belum tentu akan memberikan hasil yang optimal.
Pegawai yang tidak memiliki motivasi cenderung tidak memanfaatkan kesempatan pelatihan secara maksimal,
sehingga kompetensinya tetap stagnan.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya juga ditemukan bahwa motivasi kerja yang rendah merupakan salah
satu kendala utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Simamora, 2016; Rahardjo, 2018). Oleh
karena itu, untuk mendorong motivasi pegawai, instansi pemerintah perlu menciptakan sistem penghargaan yang
adil, memberikan peluang karir yang jelas, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan
diri. Dengan demikian, motivasi pegawai dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada
kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Kesimpulan

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori berdasarkan
hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dengan indikator
Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, Kompetensi sosial dan Kompetensi intelektual/strategik sudah
cukup baik dengan memberikan tugas belajar dan izin belajar, mengarahkan Aparatur Sipil Negara untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan, mengikuti seminar, penataran dan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya
masih belum optimal, ini disebabkan karena hambatan hambatan yang ada dalam proses pelaksanaannya. Faktor
penghambat pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori.
antara lain adalah Ketersediaan anggaran dan kurangnya motivasi yang dimiliki pegawai, belum memanfaatkan
kesempatan untuk mengembangkan kompetensi secara optimal. Diharapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Supiori. Untuk Mengadakan/mengusulkan berbagai kegiatan pelatihan/seminar/workshop mengenai
peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara guna mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab
Aparatur Sipil Negara. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori diharapkan penambahan SDM yang
adaptif terhadap teknologi, cakap berkomunikasi dan memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan keterampilan
pelayanan sekaligus berminat tinggi dalam pengembangan karir ASN yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
Supiori. Diharapkan kepala dan ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori untuk dapat
meningkatkan jenjang pendidikan dan mengawal terhadap segala bentuk perbaikan sarana dan prasarana serta
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memberi fasilitas dalam peningkatan pelayanan yang profesional di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Supiori. Diharapkan pegawai dalam melakukan pengembangan karir dan kenaikan pangkat, seharusnya dapat
memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan yang tersedia secara online, mengikuti berbagai pelatihan, untuk
menunjang dan mengasah keterampilan yang dimiliki.
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